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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT,

DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS

BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf e Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara antara

lain memiliki tugas menyusun norma, standar, dan

prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen

Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70

Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara,

perlu menetapkan kriteria tewas bagi Pegawai Aparatur

Sipil Negara sebagai pedoman dalam penetapan tewas;

c. bahwa petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan

Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri

Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
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Negara Nomor: 368/Men-Kes/EB/VII/1981 dan Nomor:

09/SE/1981 dan Nomor: tentang Perawatan, Tunjangan

Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil dan dalam

Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan, Menteri

Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor:

74/MENKES/E/III/1983, Nomor 804.1/2315/SJ, dan

Nomor: SE-18/MK/1983 tentang Pelaksanaan

Pembiayaan Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang

Duka Pegawai Negeri Sipil belum sesuai dengan

perkembangan kebutuhan sehingga perlu disesuaikan;

d. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015

tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, belum

mengatur secara terperinci mengenai penetapan kriteria

kecelakaan kerja sehingga perlu diatur lebih lanjut;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d serta

untuk menjamin kelancaran pelaksanaan jaminan

kecelakaan kerja dan penetapan tewas bagi Pegawai

Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman

Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit

Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai

Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
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4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN

KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA

KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI APARATUR

SIPIL NEGARA.

Pasal 1

(1) Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat,

dan Penyakit Akibat Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil

Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

(2) Pedoman Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai

Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini

mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang

merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang

Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3194), dinyatakan masih
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tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti

berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5740).

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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